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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai analisis penerapan asas 

pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Oelomin Kecamatan 

Nekamese Kabupaten Kupang dapat disimpukan  bahwa : 

1. Penerapan asas akuntabilitas di Desa Oelomin sendiri belum sepenuhnya 

diterapkan dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Ada tahap pengelolaan 

keuangan desa yang sudah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan ada tahap yang belum sepenuhnya 

sesuai. Tahap pengelolaan keuangan desa yang sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 diantaranya tahap 

perencanaan dan tahap penatausahaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan memang 

juga sudah diusahakan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014, namun pada beberapa hal masih belum seharusnya. Misalnya pada 

tahap pelaksanaan, SPP yang diajukan oleh TPK dilakukan sebelum barang 

dan jasa diterima; pada tahap pelaporan, pemerintah Desa Oelomin terlambat 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama 

kepada Bupati. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes semester pertama tersebut, dimana pada kolom realisasi 
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pendapatan dan belanja tidak memiliki angka, angka yang dicantumkan hanya 

0 (nol). Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Oelomin tidak 

melampirkan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun 

berkenaan pada laporan pertanggungjawabannya. Dan terakhir pada tahap 

pembinaan dan pengawasan, pemerintah Provinsi tidak pernah melakukannya 

di Desa Oelomin. Pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten. Itu pun juga hanya sekali dalam setahun. 

2. Penerapan asas transparansi di Desa Oelomin juga belum sepenuhnya 

dijalankan. Pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, 

Desa Oelomin sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun, pada tahap pelaksanaan, 

penatausahaan, serta pembinaan dan pengawasan, masih belum sepenuhnya 

sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan pada tahap pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa, masyarakat umum tidak mengetahui penerimaan 

dan pengeluaran kas desa yang terjadi. Yang mengetahuinya hanya 

perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat. Sedangkan yang tidak hadir 

dalam rapat, tidak dapat mengetahuinya. Berdasarkan hasil wawancara, 

Kepala Desa Oelomin mengatakan bahwa masyarakat dapat melihatnya 

melalui baliho yang dipasang. Namun setelah peneliti melihat baliho tersebut, 

sama sekali tidak dicantumkan berapa besar realisasi yang terjadi. Baliho 

tersebut hanya mencantumkan besaran dana yang dianggarkan dalam 
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APBDes. Begitupun juga dengan buku-buku yang digunakan oleh bendahara 

dalam pencatatannya pada tahap penatausahaan. Masyarakat juga tidak bisa 

mengakses buku-buku tersebut. Yang bisa mengaksesnya hanya kepala desa, 

sekretaris desa, dan bendahara desa. Dan untuk tahap pembinaan dan 

pengawasan, masyarakat tidak dilibatkan langsung. Yang terlibat dalam 

pembinaan hanya TPK dan dalam pengawasan hanya perangkat desa saja. 

3. Penerapan asas partisipatif di Desa Oelomin belum sepenuhnya diterapkan 

dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Desa 

Oelomin sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun pada tahap pembinaan dan 

pengawasan belum sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan pada 

tahap ini, hanya TPK dan perangkat desa yang terlibat. Masyarakat secara 

umum tidak ikut dilibatkan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah 

diambil, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan, yaitu : 

1. Saran bagi Pemerintah Desa Oelomin 

a. Terkait penerapan asas akuntabilitas, pemerintah Desa Oelomin 

diharapkan lebih mempersiapkan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes beserta lampirannya yang akan disampaikan kepada Bupati 
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agar tidak melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu, 

perangkat desa terkhususnya Kepala Desa Oelomin agar sebelum 

menandatangani sebuah laporan, harus melakukan pemeriksaan 

kembali terkait kebenaran laporan tersebut. Hal ini perlu dilakukan 

agar laporan yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati dan 

terkhususnya masyarakat tidak menimbulkan pertanyaan. Perangkat 

desa dan juga Kepala Desa Oelomin diharapkan lebih teliti dalam 

menyusun sebuah laporan. 

b. Terkait penerapan asas transparansi, Pemerintah Desa Oelomin 

diharapkan agar juga mencantumkan segala realisasi pengelolaan 

keuangan desa pada baliho yang di pasang di depan kantor desa. Hal 

ini sangat diperlukan agar masyarakat juga mengetahui besarnya 

realisasi yang terjadi dan sisa dana yang ada. Jadi ketika mereka tidak 

hadir dalam rapat pemberitahuan, mereka juga bisa melihatnya pada 

baliho yang terpasang. 

c. Terkait penerapan asas partisipatif, Pemerintah Desa Oelomin 

diharapkan agar lebih melibatkan masyarakat dalam pembinaan, 

jangan hanya TPK yang dilibatkan. Kalau bisa dan memungkinkan, 

sebaiknya lebih banyak masyarakat yang dilibatkan. Perlu 

ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat terkhususnya dalam hal 

musyawarah. Sebaiknya semua masyarakat diundang dalam 
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musyawarah yang diadakan, jangan hanya pihak yang berkepentingan 

dalam hal ini TPK dan perwakilan dusun saja. 

d. Pemerintah Desa Oelomin sebaiknya mempertahankan dan 

meningkatkan pencapaian yang sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 

 

2. Saran bagi Masyarakat Desa Oelomin 

Masyarakat Desa Oelomin diharapkan agar ikut terlibat lebih aktif pada 

setiap tahap pengelolaan keuangan desa yang ada. Sebaiknya semua 

warga masyarakat ikut hadir dalam musyawarah yang diadakan oleh 

pemerintah Desa Oelomin. Jangan hanya mengutus perwakilan saja. 

Masyarakat Desa Oelomin diharapkan agar tidak bersikap acuh tak acuh 

terhadap pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga 

pembinaan dan pengawasan. 

 

3. Saran bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pemerintah Provinsi diharapkan agar melakukan pembinaan dan 

pengawasan terkait pemberian dan penyaluran dana dari Kabupaten 

kepada desa. Karena selama ini yang melakukan pembinaan dan 

pengawasan hanya dari Pemerintah Kabupaten. Selain itu, pembinaan dan 

pengawasan tersebut sebaiknya lebih sering untuk dilaksanakan. Hal ini 
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diperlukan agar ketika terdapat kesalahan dari cara kerja pemerintah desa, 

bisa segera diperbaiki. Untuk tenaga pendamping dari pihak kecamatan 

juga sebaiknya lebih diperbanyak. Karena berdasarkan hasil wawancara, 

tenaga pendamping di Kecamatan Nekamese sendiri masih sangat kurang. 

1 tenaga pendamping untuk 3 desa. Menurut peneliti, akan lebih efektif 

jika 1 tenaga pendamping untuk 1 desa. 
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